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Menimbang

Mengingat

b.

BI'PATI ITATI'NA,

: a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan
kebutuhan pangan bagi masyarakat
berpendapatan rendah sesuai dengan Inpres
Nomor 13 Tahun 2OO5 tentang Kebijakan
Perberasan Pemerintah melaksanakan Program
Raskin;

bahwa penyaluran Program Beras Miskin untuk
Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Natuna
bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan
pangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan hurr-f c di
atas perlu ditetapkan Perattrran Bupati tentang
Peturnjuk Telsris Pelaksanaan Program Raskin
Kabupaten Natuna Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L996 Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun lggg tentang
Pembenhrkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Nahrna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L999 Nomor 1-81, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39021, sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan

c.

: 1.

PARAF KOORDINASI
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t:

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabr.lpaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
LO7, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembenhrkan Provinsi Kepulauan Riau (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat
dan Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang
Pangan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2OLZ Nomor 227, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2Ol4 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor L82, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5a621;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587); sebagaimana telah diubah beberapakali
teraldrir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pembahan Kedua Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran
I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OO2
tentang Ketahan Pangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a25al;

6.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
L4O, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Manteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputrrsan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan
Direktur Utama Perrm Bulog Nomor 25 Tahun
2OO3 dan Nomor PPk-12 lOT l2OOS tanggal 12 Juli
2OO3 tentang Pelaksanaan Program Raskin;

Keputusan Gubenur Kepulauan Riau Nomor 5
Tahun 2OL6 tentang Penetapan Pagtr Alokasi
Pendistribusian Beras Miskin/Beras Sejahtera
KabupatenlKota Se-Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
RASKIN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OL6

BAB I
X TEITTUAIT I'MI'}I

Pasat I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik
Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Naftrna.

3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Petunjuk Teknis Beras Miskin yang selanjutnya
disingkat JUKNIS RASKIN adalah panduan
pelaksanaan Program Raskin ditingkat Kabupaten
yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi

Lo.
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13.
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6.

setempat sebagai penajaman dari Pedoman
Umum Raskin dan Pehrnjuk Pelaksanaan Raskin

Program Beras Miskin yang selanjutnya disingkat
PROGRAM RASKIN adalah Frogram pemerintah
dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan
dan memberikan perlindungan social berbasis
keluarga kepada Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat melalui penyaluran Raskin
dalam jumlah dan harga tertenttr.

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin
selar{utnya disebut RTS-PM Raskin adalah
Rumah Tangga di Desa/Kelurahan yang berhak
menerima Beras Miskin sesuai data yang
diterbitkan oleh Basis Data Terpadu hasil PPLS-
2OLL yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),disahkan
oleh Kemenkokesra RI dan Rumah Tangga hasil
pemukhtahiran daftar Penerima manfaat oleh
Musyawarah Desa/Kelurahan/ Pemerintah
setingkat.

Satker Raskin terdiri dari Kepala Kantor Seksi
Iogistik Ranai dan Kepala Gudang Perum Bulog
yang bertanggungiawab secara teknis terhadap
penyediaan beras dan pendistribusiannya sampai
ke Titik Distribusi.

Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin 2015
yang selanjutnya disingkat SKRTM adalah surat
yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti
hasil Mudes/Muskel Tahun 2Ol5 sebagai
penanda kepesertaan pada program raskin

Pagu Beras Miskin adalah alokasi jumlah Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin
(RTS - PM) atau jumlah beras yang dialokasikart
bagr RTS-PM Beras Miskin untuk Tingkat
Nasional, Frovinsi atau Kabupaten/ Kota pada
tahun tertentu.

Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD
adalah fasilitas public sebagai tempat atau lokasi
penyerahan beras Raskin dari pemm BULOG
kepada pelaksana Distribusi Raskin ditingkat
kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang
lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan
tertulis antara Diwe/Subdiwe/Kansilog Perum
Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Titik BaSr yang selanjutnya disebut TB addah
fasilitas public di desa/kelurahan yang
ditetapkan sebagai tempat atau lokasi
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penyerahan beras dari pelaksana distribusi
kepada RTS-PM.

L2. Kualitas beras miskin adalah beras medium
kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas
beras yang diatur dalam inpres kebdakan
perberasan yang berlalm.

Kemasan Beras Miskin adalah kemasan berlogo
BULOG dengan lmantum lskg/karung dan atau
5O kg/karung.

Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disebut
HTR adalah harga tebus beras miskin di Titik
Distribusi.

15. Musyawarah Desa (MUSDES)/Kelurahan
(MUSKEL) mempakan forum pertemuan
musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan yang
melibatkan Aparat Desa/Kelurahan,kelompok
masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan
RTS-PM Beras Miskin dari setiap pemukhtahiran
daftar RTS-PM.

Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) adalah forum
pertemuan musyawarah di kecamatan yang
melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan
aparat terkait lainnya untuk melakukan
koordinasi penyelesaian pagu dengan tidak
mengubah jumlah pagu kecamatan.

Pemuktatriran Daftar Penerima Manfaat adalah
kegiatan Validasi RTS-PM yang didasarkan pada
Basis Data Terpadu oleh Musyawarah
Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat unhrk
menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan
dituangkan dalam DPM-I.

Formulir Rekapiflrlasi Penganti yang selanjunya
disebut FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM
yang diganti RTS-PM Pengganti, hasil
pemukhtahiran daftar RTS-PM Beras Raskin dari
Basis data terpadu oleh Musyawarah
Desa/Kelurahan.

PPLS 2Ol7 adalah Pendataan Program
Perlindungan Sosial tahun 2OLL yang dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi
sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K).

Surat Permintaan Alokasi yang selanjunya
disebut SPA yang dibuat oleh Bupati/Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk Perrm BULOG
berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.

16.
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2L.

22.

Surat Perintah Penyerahan Barang yang
selanjunya disebut SPPB atau Delivery Order
(DO), perintah terfulis yang diterbitkan oleh
Perum BULOG untuk mengeluarkan dan
menyerahkan beras Raskin.

Berita Acara Serah Terima Beras yang selanjunya
disebut BAST Raskin berdasarkan SPA dari
Bupati atau pejabat yang ditujuk, yang
ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksanaan
Distribusi Raskin.

DPM-I adalah Model Daftar Penerima Manfaat
Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan
pemuktahiran data RTS-PM melalui mekanisme
Mudes/Muskel.

DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di
Desa/Kelurahan.

Pehrnjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan
pelaksanaan Program Raskin di tingkat
Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi
dan kondisi setempat sebagai penqiaman dari
Pedoman Umum Raskin.

Metode Pembayaran/Pelunasan Raskin
dilaksanakan secara tunai/kontan atau
pembayaran diselesaikan dalam wakhr yang
ditentukan atau disepakati oleh Perum Bulog,
Pemerintah I(abupaten, Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat di masing-masing
Kabupaten.

24.

25.

26.

BAB II
TUWAIT DAIT SASARAIT

Bagian Pettama
Tqiuan

Pasal 2
Tujuan Program Raskin adalah untuk mengurangi
beban pengeluaran masyarakat miskin yang terdaftar
sebagai RTS-PM Raskin melalui pemenuhan sebagian
kebuhrhan pangan pokok dalam bentuk beras miskin
(Raskin).

23.
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Bagtan Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban
pengeluaran sebanyak 1,539 RTS-PM Raskin
Kabupaten Naturna dalam memenuhi kebutuhan
pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi
dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan
Harga Tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,-/Kg (seribu
enam ratus perkilogram)

BAB III
PENGORGAITISASIAN

Pasal 4
(1) Dalam melaksanakan Program Raskin Tahun

2OL6 di Kabupaten Natuna dibentuk Tim
Pelaksana Program Raskin yang terdiri dari Tim
Kabupaten, Tim Kecamatan dan Tim
Kelurahan/Desa.

(2) Susunan, Thgas dan Tanggung jawab Tim
Pelaksana Program Raskin ditetapkan oleh
Bupati dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugas-tugas
kesekretariatan dibenhrk Sekretariat Tim
Pelaksana Frogram Raskin di Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Natuna.

BAB IV
PERENCAIYAAIT
Baglran Pertama

Pagu Raskin

Pasal 5

Penetapan Pagu Raskin unttrk setiap
desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati dengan
Kepuhrsan Bupati berdasarkan Pagu Raskin
yang ditetapkan oleh Gubernur Kepri.

Pagu Raskin disuatu desa/kelurahan yang tidak
bisa didistribusikan tidak dapat dialihkan ke
desa/kelurahan lain.

Batas penyaluran Raskin Tahun 2A16 adalah 31
Desember 2OL6, apabila pagu Raskin suatu
desa/kelurahan tidak dapat diserap sampai

(1)

(21

PARAFKOORDINASI

(3)



(1)

batas waktu yang ditentukan maka sisa pagu
tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun
berikutnya

Bagtan Kedua
RTS-PU RasHn

Pasal 6

RTS yang berhak unhrk mendapatkan Raskin
adalah RTS yang terdaftar dalam data yang
diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS-
11 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan
Penaggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan
oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Ralqyat Republik Indonesia.

Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi
pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
maka Bupati segera mengalokasikan Pagu
Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah
administrasi Pemerintahan yang baru dan
melaporkannya ke Tim Raskin secara
berjenjang.

Pasal 7
Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat dapat
dilakukan dalam rangka mengakomodasi adanya
pembahan karakteristik RTS-PM di Desa/
Kelurahan/ Pemerintahan setingkat, dimungkinkan
pelaksanaan Musdes/Muskel, atau Muscam untuk
menetapkan kebiliakan lokal yaitu :

a. Musdes/ Muskel melalnrkan pemuktahiran Daftar
RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah
Tangga yang akan diganti dan menetapkan
Rumah Tangga Pengganti.

b. Pelaksanaan Musdel/ Muskel dapat dilaksanakan
satu kali pada awal tahun sesuai dengan
kebuhrhan.

c. Rumah Tangga yang dinilai layak unhrk
menggantikan RTS-PM pada butir ke 2
diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang
memiliki anggota rumah tangga yang lebar terdiri
balita dan anak usia sekolah, kepala rumah
tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya
tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah
dan dan tidak tetap.

(21
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d.

e.

RTS-PM yang Kepala rr'.mah tangganya sudah
meninggal dapat diganti oleh salah satu anggaota
Rumah Tangganya, untuk RTS tunggal' yang
sudah meninggal, pindah alamat keluar Desa/
Kelurahan/ Pemerintahan setingkat atau yang
dinilai tidak layak sebogai penerima Beras Miskin,
maka diganti oleh Rumah Tangga lainnya yang
dinitai layak melalui proses Musdes/ Muskel.

Apabila setelah dilalmkan validasi dan
pemuktahiran daftar RTS-PM di Desa/
Kelurahan/ Pemerintah setingkat atau lebih, atau
terdapat pemekaran Desa/Kelurahan/

l.

Pemerintah setingkat dalam sattr kecamatan
maka atas permintaan
Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat dapat
dlakukan muscam yang bertujuan unhrk
melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan
tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.

Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui
pemuktahiran oleh Musdes/ Muskel dituangkan
dalam DPM- 1.

Pelaksanaan Hasil Musdes/ Muskel atau Muscam
dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan
dilaporkan secara berjenjang kepada Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) melalui Tim Koordinasi Raskin
Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin
I(abupaten. FRP hasil Muscam dilampiri Berita
Acara Pelaksanaan Muscam.

Pengiriman FRP dari Musdes/Muskel diterima
oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling
lambat bulan Maret 2OL6 untuk kemudian
dialamatkan kepada Sekretariat Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskina (TNP2K).

Untuk memberikan informasi yang lengkap dan
pemahaman yang sama dan benar kepada
pelaksana, RTS-PM, dan masyarakat umum
dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan
program Rasin melalui acara peluncuran raskin
dan rapat koordinasi raskin.

j. Sebagai bahan acuan dan pemecatran masalah
dan hambatan yang terjadi pada saat
pelaksanaan di lapangan maka Tim Koordinasi
Raskin melakukan monitoring dan evaluasi bogr
peningkatan dan efektifitas kegiatan dimaksud.

o

h.
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Bagian Ketiga
Penetapan Titik Distrlbusl

hsal 8
Penetapan tentang lokasi titik distribusi Raskin
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Natuna dengan dengan
Penrm Bulog yang dituangkan dalam Keputusan
Bupati.

BAB V
PENGAITGGARAIT

Pasal 9

(1) Biaya Operasional Raskin yang meliputi Biaya
Bongkar muat, Biaya Distribusi, Biaya Honor
Tim Pelaksana dan Biaya sosialisasi, koordinasi,
monitoring dan evaluasi penganggarannnya
diaftrr lebih lanjut dalam Kegiatan Pendamping
Program Beras Miskin berdasarkan Dokumen
Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.

(2) Penetapan terhadap Biaya Bongkar Muat, Biaya
Distribusi dan Biaya Honor Tim serta
pelaksananya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3) Biaya koordinasi, monitoring dan evaluasi
disesuaikan dengan Standarisasi Belanja dan
Jasa Kabupaten Natuna dengan
mempertimbangkan ketersediaan dana.

BAB VI
MEKAITISME PELAKSAITAAIT

Bagian Pertama
Ponyedian Beras

Pasal 10

Penanggungjawab Penyediaan Beras untuk bantuan
Raskin Kabupaten Natuna adalah Penrm Bulog
yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

PARAF KOORO
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Bagian Kedua
Pendistrlbusian

Pasd 11
(1) Tim Raskin Kabupaten menJrusun rencana

distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan
jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala
geografis, infrastruktur dan sarana transportasi,
perkembangan harga serta kebutuhan beras
RTS.PM.

(2) Pengambilan beras di Gudang Bulog dilakukan
oleh Satker Raskin sesuai dengan Surat Perintah
Alokasi yang diterbitkan oleh Bupati atau
Pejabat lain yang ditunjuk untuk diserahkan
kepada pelaksana distribusi masing-masing
kecamatan/kelurahan /desa yang ditunjuk di
Titik Distribusi.

(3) Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana
distribusi melakukan pengecekan terhadap
kualitas dan kuantitas beras yang akan
diserahkan oleh Satker Raskin apabila terdapat
beras yang tidak sesuai dengan lmalitas beras
medium maka Tim Raskin Kecamatan atau
pelaksana distribusi hanrs menolak dan
mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk
diganti dengan dengan kualitas yang sesuai.

(a) Pelaksanaan Pembaglan Beras kepada RTS-PM
dilaksanakan di Titik Distribusi dan apabila
pembagiannya tidak memungkinkan
dilaksanakan di Titik Distribusi maka
dilaksanakan di Titik Bagt.

(5) Ketentuan dan penetapan lokasi Titik Bagt
diatur dan ditentukan oleh Tim Raskin
Kecamatan dan Tim Raskin Desa.

(6) Banyaknya beras yang diterima oleh setiap RTS-
PM adalah sebanyak 15 kg pada setiap
bulannya.

(7) Dalam setiap penyerahan jumlah beras yang
dialokasikan harus dibuat Berita Acara Serah
Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara
Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin
atau Model MBA-O sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

P,inAf KOOR0]NASl



Pesal 12

Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Distribusi
ke Titik Bagr yang diatur dalam Petunjuk Teknis
Raskin sebagai berikut :

(1) Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik
Bag sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten setempat;

(2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana
Distribusi Raskin Kecamatan harrs melakukan
pengecekan kualitas dan kuantitas Raskin yang
diserahkan oleh Sahran Kerja Raskin di Titik
Distribusi;

(3) Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak
sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin
Kecamatan/Pelaksana Distribusi Raskin
Kecamatan harls segera langsung
mengembalikan kepada Pemsahaan Umum
Bulog dan kemudian Penrsahaan Umum Bulog
dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 2a ja,st
hams menggantinya dengan kualitas dan
l,<uantitas yang sesuai; dan

(4) Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik
Bagr dan Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat dapat dilakukan secara regular oleh
kelompok kerja atau Pelaksana Distribusi
Raskin Desa/Kelurahan, Warung Desa,
Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

Pasal 13

Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang
diatur dalam Pehrrluk Teknis Raskin sebagai
berikut:
(1) Unhrk meminimalkan biaya transportasi

penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat, maka Titik
Bagr ditetapkan dilokasi yang strategis dan
mudah dijangkau oleh Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat; dan

(2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Bag
ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin
Desa/ Kelurahan dengan menyerahkan Raskin
kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat sebanyak 15 kg/Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat/bulan selama 12 kati
dalam setahun dan dicatat dalam daftar realisasiffi



a-

penjualan Raskin serta selanjutnya dilaporkan
kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten
melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan'.

BAB VII
PTMBAYARAIT HARGA TEBUS RASKIIT

Pasal 14

(1) Pembayaran Harga Tebus Raskin yang
selanjutnya disebut HTR dilakukan oleh RTS-
PM kepada Pihak Bulog sesuai dengan
mekanisme yang disepakati.

(2) Pembayaran harga tebus Raskin dari Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat kepada
Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan
pada prinsipnya dilakukan secara tunai.
Selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskin Desa/
Kelurahan langsung menyetorkan uang harga
tebus Raskin ke rekening Perusahaan Umum
Bulog melalui bank setempat atau disetorkan
langsung kepada Perusahaan Umum Bulog
setempat.

(3) Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
sesuai dengan harga tebus Raskin sebesar
Rp1.6OO/kg di Titik Distribusi. Apabila ada
biaya tambahan dalam penyaluran Raskin dari
Titik Distribusi ke Titik Bagt yang kurang atau
tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, maka dapat dibantu oleh
masyarakat secara sukarela.

BAB VIII
PEITGEITDALIAIT

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin
dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, Inspektorat
Kementerian/Lembaga dan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan
melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik
setiap bulan.P4RAFT{ooRDIN



Pasat 17
Tim Koordinasi Raskin Kacamatan melaporkan
pelaksanaan Program Raskin kepada Tim
Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap
bulan.

hsal 18
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan
pelaksanaan Program Raskin kepada Tim
Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap
semester, dengan tembusan kepada Sekretaris Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
setempat dan selunrh wakil ketua pelaksana Tim
Koordinasi Raskin Provinsi.

Pasal 19
l.a.poran akhir pelaksanaan Program Raskin dibuat
oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi
Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten pada akhir tahun.

Pasal 2()

Penrsahaan Umum Bulog melaporkan pelaksanaan
penyaluran Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi
Raskin Rrsat dan Kuasa Pengguna Anggaran setiap
bulan.

Pasal 21

Lokasi Titik Distribusi dan Titik Bagt serta
pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi
Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin
Rrsat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi
Raskin Provinsi.

BAB IX
MONTTORTNG, ttrALUASr DAMELIPOnATY

Pasat 22

(1). Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana Raskin Kabupaten Natuna.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi
objek pemantauan antara lain Ketepatan
Sasaran Penerima Manfaat, ketepatan harga,
ketepatan wakhr penyaluran, ketepatan
administrasi, ketepatan jumlah dan ketepatan
lnvalitas.

PARAFKOORDINASI



(3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program dilaporkan secara berkala minimal
setahun sekali kepada Bupati Natuna.

(4) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin
dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan
(BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam
Negeri dan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia sesuai
dengan undang-undang yang berlaku.

(5) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan
pelaksanaan Program Raskin kepada Tim
Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik
setiap triwulan, dengan tembusan kepada
Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten setempat.

BAB X
PENGADUAN

Pasat 23
(1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat,

setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi
setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat
dan mengupayakan tersedianya sarana untuk
menampung pengaduan, melakukan
pengecekan, penelitian, konlirmasi serta
menindaklanjuti.

(2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di
masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian
dalam pelaksanaan Program Raskin sedapat
mungkin dapat diselesaikan oleh masing-masing
instansi sesuai dengan bidang tugas dan
tanggung jawabnya secara bertingkat.

(3) Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat berhrgas
unttrk menenma, menyelesaikan,
mendistribusikan pengaduan masyarakat
kepada instansi yang terkait untuk
menindaklanjutinya.

(4) Pengaduan masyarakat tentang hat yang
berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data
Terpadu dapat disampaikan kepada TNP2K dan
untuk pelaksanaan Program Beras Miskin dapat
disampaikan secara langsung kepada secretariat
Unit Pengaduan Masyarakat di bawah
Koordinasi Badan yang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat dengan membentuk
sekretariat sebagai tempat pengaduan dalam hal
ini Provinsi dan Kabupaten/Kota. sedangkan

PXTTAF KOORDIFATSI



(s)

pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan
masalah kualitas dan kuantitas Raskin dapat
disampaikan kepada Perum Bulog.

Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan
yang timbul dimasyarakat atas ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan Program Raskin dapat
disampaikan kepada:

Sekretariat Tim Raskin Kabupaten Natuna
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna Jalan
Batu Sisir Bukit Arai Ranai
Telp. (07731 3L446
Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Ranai
Jalan Soekarno Hatta Ranai
Telp. (07731.31017

BAB XI
PEIYUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nahrna.

Dluadangtran di Ranai
pada langgel (( 

2Utr 
pa tt4

SYAI}ISI'RI?.ON

BERITA DAERAII KABUPATEIT NATUITA TAIIUN 2OL6 NOMOR 
'7

Ditetapkan dl Ranal
tt 

7uk 
eor\

SEXRTtrARIS DAERATI

-----'4'G
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Iamplraa I Peraturan Bupatl Ifatuna
ilomor :
Tanggal :

ffi
DATTAR PENTRIUA MAITFAAT

PROGRAU RASKIIT TAIII'il 2(J16

PROVINSI : KtPULltUA,It RIAU
KABUPATEN : NATUITA
IITCAUATAIT | ............................
DESA/IIELITRAIIAII r ..............o.........o...

Mengetahui/Disahkan
Camat

(Tanda Tangan dan Stempel|

(Nama Lenekap)
(Pangkat/NIP)

2016

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah

(Tanda Taagan dan Stempell

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

Ifo Itame IIGpaIa
Runah Targga

Ifama Paraagan
Kepala Rurah Tangga

I[ana Aoggota
Ialn Ruuah Tangga

Aleoat
Lengkap

1

2

3

4

5

6

7

8

dst



Lampiran II Peraturan Bupatl ltatuna
Nomor :
Taaggal :

DAFTAR RTIILISASI PTI|YALURAIT RASITIIT TAIII'N 2016
(BUtllN ! ...........o......... TAHITII 2(J16l

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan dan Stempelf

(Nama Lenekap)
(Pangkat/NIP)

: KEPTILAUAIY RIAU
: IIATIIIIA

;;";;;;";,;;"ff,"
Desa/Kelurahan

(Tanda Tanganf

[Nama Ienekap)
(Pangkat/NIP)

PROVIilSI
KABI'PATEIT
I(ECAUATAN
DESA/KELITRAIIAII 3 .............o.o.o..........

I$o I$ana Afaret
LengLap

Kuentun
(nsl

Hatga
Setusn

(Rpl

Juolah
Ilargt
{Rpl

Tande Taagan
RI&PU

1 1.

2 2.

3 3.

4 4.

5 5.

6 6.

7 7.

8 8.

dst dst.
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Iampinan III Peraturan Bupati llatuna
Nomor :
Tanggal :

ffi
BERITA ACARA SERAII TERIUA RASIgil

NOMOR:

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lingga Nomor :

tanggal dan SPPB/DO
Nomor : ......,..... .........., pada hari ini tanggal

bulan tahun kami
yffig bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin
Kecamatan

selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama : ...............
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin

Desa/Kelurahan

selanjutnya disebut PIHAK n

PIHAK I telah menyerahkan Raskin di Titik Bag untuk alokasi bulan
sebanyak kg untuk Rumah Tangga Sasaran

Penerima Manfaat dan PIHAK II telah menerima Raskin di Titik Bagt
sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tersebut diatas dengan
pembayaran tunai.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat unhrk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

(Tanda Tangan)

NarrqaJ,eg*ap)
(Pangkat/NIP)

PIHAK I

(Tanda Tangan|

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)
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Lamplran IV Peraturan Bupati llatuna
Nomor :
Tanggnl :

ffi
RTKAPITUI,ASI BERITA ACARA SIRAH TERIUA

PEL/\KSAITAAN PEtrYALURAN RASKIN

PROVINSI
KABI'PATEN
ITTCAMATAN
AIOKASI BUI,AN
DISALURIIAIY BTII,IIN

Mengetahui/Disahkan
Camat

(Tanda Tangan dan Stempelt

(Nama LeneLap)
(Pangkat/NIP)

XTPUI.AUAIT RIAU
ITATI'ITA

Satker Raskin
Kansilog

(Tanda Tangan)

(Nama Lenekap)
(Pangkat/NIP)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Raskin di Titik BaS, maka
telah disalurkan Raskin sebanyak kg untuk Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat dengan perincian sebagai berikut :

20t6

No
Desa/

Kelurahan
Jumlah
Rrs-Pu

Kuantun
(lrs)

Iletga Satuetr
(Rpl

.runlah llarga
(Rpl

BASI
![onor

1

2

3

4

5

6

7

8

dst


